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About Us

Profil Media JurnalPost.com Portal Web JurnalPost.com adalah media online (JurnalPost.com) yang dirintis sejak bulan Mei 2015 untuk membantu masyarakat dalam memperoleh
informasi lebih luas. Cerita perjalanan media online JurnalPost.com resmi berbadan hukum sejak tanggal 26 November 2021, dibawah naungan PT. JURNAL POST INDONESIA
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkum Ham) NOMOR : AHU-004954.AH.01.30.Tahun 2021.

JurnalPost.com Berkedudukan di Kab. Pangkajene Kepulauan. jenis kegiatan usaha : KBLI 63122 - Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial. NOMOR INDUK
BERUSAHA: 0212210028904, Alamat JI. Wirakarya No 48, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. 90614. Indonesia. AKTA PENEGASAN NOTARIS. MIRA NILA KUSUMA DEW
5.H., M.Kn. Dengan tujuan untuk membangun semangat kebangsaan, persatuan, dan mencerdasakan pembaca melalui informasi yang akurat.

Media Jurn 1 merupakan salah satu media online yang selalu memberikan informasi yang akurat, objektif dan terpercaya kepada masyarakat atau pembaca. Serta dalam
menjalankan tugasnya selalu mengedepankan profesionalitas.

Untuk itu, hadirnya media online ini juga sebagai bentuk untuk memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat luas dimana pun berada. Sehingga keberadaan medi
ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pembaca dan masyarakat. Serta berguna untuk menjaga Persatuan Bangsa.

Pembaca juga bisa ikut berperan dalam menjaga persatuan dengan ikut mengirimkan artikel atau tulisan di kolom dan Re reryang telah disediakan JurnalPost.com.
Tema untuk kolom opini sangat bebas, tetapi mengedepankan semangat untuk perubahan lebih baik.

Lebih lanjut, informasi yang diberikan melalui media ini selalu update tentang peristiwa, kejadian, dan beberapa informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Seperti kolom
pemberitaan yang telah disediakan redaksi, mulai dari kelom berita Internasional, nasional, regional, daerah, ekonomi bisnis, hukum dan kriminal, laporan utama, elahraga, pendidikan
wisata, dan politik.

Sementara itu, crew jurnalis yang terlibat didalam media ini telah dibekali dengan beberapa pelatihan tentang jurnalistik, dan memiliki skill terlatih, hingga telah lulus mengikuti ujian
kompetisi wartawan (UKW). Terlebih, meraka dalam bertugas selalu mengedepankan profesionalitas dan kode etik jurnalis yang berlaku.

Semua wartawan dalam menjalankan tugasnya selalu membawa Id card press dari perusahaan, dan nama wartawan terdaftar di box red JurnalPost.com.

Selain itu, masyarakat, pelajar, instansi pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait lainnya juga bisa memanfaatkan media JurnalPost.com untuk promosi kegiatan. Sebab informasi
melalui media ini lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Karena media ini telah memiliki pembaca tetap dan tersebar di beberapa wilayah ruang lingkup republik Indonesia.
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Dimensi Etis Viralitas Sebagai Sarana
Kontrol Sosial

Oleh: Dr. Raja Oloan Tumanggor, S. Ag.
Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara*

JurnalPost.com — Dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir (Agustus 2025 — Februari 2026) ada beberapa
kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik akhirnya lebih cepat diproses oleh institusi
yang berwajib setelah menjadi viral di media sosial. Kasus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel
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menyebar di medsos. KPK langsung menetapkannya tersangka pasca-operasi, menun}uaﬂ kecepatan
tanggapan akibat sorotan publik. Kemudian Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditangkap KPK pada 9-
10 Desember 2025 terkait gratifikasi dan hadiah di Pemkab tahun anggaran 2025, setelah dugaan
pelanggaran menjadi viral di medsos.



Fenomena "memviralkan” pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat publik terhadap rakyat, dengan
harapan kasus tersebut menjadi sorotan publik sehingga aparat penegak hukum dan lembaga terkait
lebih cepat bertindak, memunculkan sejumlah persoalan etis yang kompleks. Dari perspektif etika umum,
praktik ini dapat dipandang sebagai bentuk “tekanan moral” masyarakat untuk memaksa sistem yang
lamban agar bekerja lebih adil, tetapi sekaligus berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar seperti
keadilan, privasi, dan praduga tak bersalah.

Di satu sisi, viralitas dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol sosial yang diperkuat oleh teknologi digital;
di sisi lain, kebiasaan "no viral, no justice” menunjukkan krisis kepercayaan terhadap institusi formal dan
membuka ruang bagi pelanggaran etika baik oleh warga maupun pejabat (Angela, 2024).

Dalam etika umum, tindakan manusia dinilai dari tiga dimensi utama: niat (motive), cara (means), dan
konsekuensi (consequences). Memviralkan pelanggaran hukum pejabat publik dapat dibenarkan secara
etis jika niatnya adalah menegakkan keadilan, melindungi hak rakyat, dan mendorong akuntabilitas
lembaga negara. Namun, cara yang digunakan—misalnya menyebar video, foto, atau informasi tanpa
verifikasi memadai, atau mengungkap identitas korban dan pelaku secara berlebihan—bisa bertentangan
dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, privasi, dan hak atas kehidupan pribadi (Ulil,
2024).
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Selain itu, konsekuensi viralitas sering kali tidak hanya menekan lembaga penegak hukum uniuk bertindak
cepat, tetapi juga memicu “hakim jalanan” (trial by media) di mana publik menghakimi seseorang
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Dari sudut pandang etika deontologis (yang menekankan kewajiban moral), setiap orang memiliki

kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan tidak merusak nama baik
orang lain, meskipun targetnya adalah pejabat publik (Simarmata, 2025). Etika deontologis, sebagai salah
satu aliran utama dalam filsafat moral, pertama kali dicetuskan secara sistematis oleh filsuf Jerman
Immanuel Kant (1724-1804) pada akhir abad ke-18.

Bagi Kant, moralitas bukanlah soal menghitung kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak, melainkan
ketaatan mutlak terhadap kewajiban (deon dalam bahasa Yunani, yang berarti "kewajiban” atau “yang
harus dilakukan”) yang bersumber dari akal budi murni (reine Vernunft), sehingga tindakan benar bukan
karena menghasilkan kebaikan, tapi karena sesuai dengan hukum moral universal.

Prinsip moral utama yang diperjuangkan etika deontologis adalah imperatif kategoris (categorical
imperative), yang dirumuskan misalnya dalam varian pokok berikut: "Bertindaklah hanya menurut hukum
atau aturan moral yang berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian”. Maka, bertindaklah uniuk tidak
menyebariuaskan informasi yang belum teruji kebenarannya.



Dilema “no viral, no justice” dan etika penegakan hukum

Istilah "no viral, no justice” menggambarkan kecenderungan bahwa kasus hukum baru ditangani serius
ketika sudah menjadi viral di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan opini publik
melalui viralitas sering kali lebih efektif memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak dibandingkan
mekanisme pelaporan konvensional. Secara etis, ini bisa dilihat sebagai bentuk kegagalan sistem:
seharusnya lembaga penegak hukum merespons setiap laporan dengan cepat dan adil tanpa harus
menunggu tekanan publik (Hidayat, 2024).

Namun, dari sisi etika penegakan hukum, tekanan viral juga menimbulkan dilema. Di satu sisi, penegak
hukum memiliki kewajiban etis untuk transparan, akuntabel, dan responsif terhadap keluhan masyarakat;
di sisi lain, mereka juga berkewajiban untuk tetap independen dan tidak tunduk pada tekanan opini publik
yang bersifat emosional. Jika keputusan hukum diambil lebih karena takut “dibully” di media sosial
daripada karena pertimbangan fakta dan hukum, maka independensi peradilan terganggu dan keadilan
substantif terancam (Angela, 2024).
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» Maskulinitas Baru: Rekonstruksi Peran Pemuda Laki-laki dalam Ruang Domestik dan Emosional

Etika publik menuntut pejabat negara untuk bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap
rakyat yang dilayaninya. Pelanggaran etika publik—seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau
kekerasan terhadap rakyat—tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik
terhadap negara. Dalam konteks ini, viralitas sering kali muncul sebagai reaksi terhadap perilaku pejabat

yang dianggap arogan, tidak empati, atau tidak memenuhi standar etika publik (Djamil, 2016).
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menindak pelanggaran, seperli Kode elik pejabat, sistem pengaduan yang mudah diakses, seria sanksi
yang tegas terhadap pelanggar. Jika mekanisme ini berjalan baik, maka rakyat tidak perlu "membakar”

kasus ke ranah publik agar kasusnya ditangani.
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Etika publik menuntut pejabat negara untuk bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap
rakyat yang dilayaninya. Pelanggaran etika publik—seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau
kekerasan terhadap rakyat—tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik
terhadap negara. Dalam konteks ini, viralitas sering kali muncul sebagai reaksi terhadap perilaku pejabat
yang dianggap arogan, tidak empati, atau tidak memenuhi standar etika publik (Djamil, 2016).

Namun, viralitas tidak boleh menjadi satu-satunya mekanisme koreksi. Etika publik juga menuntut agar
lembaga pemerintah dan penegak hukum memiliki mekanisme internal yang kuat untuk mencegah dan
menindak pelanggaran, seperti kode etik pejabat, sistem pengaduan yang mudah diakses, serta sanksi
yang tegas terhadap pelanggar. Jika mekanisme ini berjalan baik, maka rakyat tidak perlu “membakar”
kasus ke ranah publik agar kasusnya ditangani.

Memviralkan pelanggaran hukum pejabat juga melibatkan etika bermedia sosial. Di Indonesia,
penggunaan media sosial diatur oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang
penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Dari perspektif etika, setiap
warga digital berkewajiban untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, menghindari konten
yang menimbulkan kebencian atau perpecahan, serta menghormati hak privasi orang lain, termasuk
pejabat publik.

Etika media sosial juga menuntut agar warga tidak hanya mengejar “likes" atau popularitas, tetapi
mempertimbangkan dampak sosial dari konten yang mereka bagikan. Ketika suatu kasus menjadi viral,
sering kali muncul komentar-komentar yang berlebihan, menghakimi, atau bahkan mengancam, yang
justru memperburuk situasi dan merusak iklim dialog sosial. Dalam konteks ini, viralitas bisa menjadi
pedang bermata dua: di satu sisi memaksa lembaga negara bertindak, di sisi lain memicu pelanggaran
etika oleh warga sendiri.

Membangun sistem yang tidak bergantung pada viralitas

Agar kebiasaan “memviralkan agar menarik perhatian” tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk
mendapatkan keadilan, perlu dibangun sistem yang secara strukiural mendorong respons cepat dan adil
terhadap setiap masalah masyarakat. Dari perspektif etika, hal ini berarti memperkuat prinsip keadilan,
akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan (Ulil, 2024).

Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, memperkuat mekanisme
pengaduan publik yang mudah diakses, transparan, dan memiliki jaminan bahwa setiap laporan akan
ditindaklanjuti dalam waktu tertentu. Kedua, meningkatkan kapasitas dan integritas aparat penegak
hukum melalui pelatihan etika, pengawasan internal, serta sistem sanksi yang jelas bagi pejabat yang
lamban atau tidak adil dalam menangani kasus. Ketiga, mendorong partisipasi publik yang terstruktur,
seperti forum warga, pengawasan masyarakat terhadap kinerja lembaga, dan keterlibatan organisasi
masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan evaluasi. Keempat, mengembangkan literasi media dan
literasi hukum di masyarakat agar warga tidak hanya mengandalkan viralitas, tetapi juga memahami
mekanisme formal pelaporan dan penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, viralitas dapat tetap berperan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial, tetapi tidak lagi
menjadi “syarat mutlak” untuk mendapatkan keadilan. Etika umum menuntut agar sistem hukum dan
pemerintahan dirancang sedemikian rupa sehingga setiap kasus, baik yang viral maupun tidak, ditangani
dengan cepat, adil, dan sesuai prosedur.(***)

*) Dosen Filsafat di Fak Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta
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